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MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan.” — QS Al-Insyirah: 5-6
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Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi demokratis. Dalam
sistem pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi sebagai perwujudan dari prinsip
otonomi daerah, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasca era
reformasi perkembangan terkait otonomi daerah semakin di optimalkan salah satunya melalui
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi
daerah kemudian diwujudkan salah satunya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda). Perda
merupakan dasar hukum dan sebagai alat letigimasi bagi pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing.

Dalam pembentukan Perda tentu melibatkan berbagai pihak, baik itu DPRD ataupun
gubernur sebagai kepala daerah atau perwakilan pusat. gubernur tentu memiliki wewenang
yang penting dalam pembentukan Perda. Salah satu bentuk Perda yaitu Perda Kabupaten/Kota.
Pada Perda Kabupaten/Kota, gubernur memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi sebelum
ditetapkan dan diberi nomor registrasi. Kemudian kewenangan untuk memberikan nomor
registrasi diberikan kepada Biro Hukum Provinsi. Biro Hukum merupakan bagian dari
Sekretariat Daerah dan merupakan perangkat daerah yang membantu gubernur dalam
melaksanakan kewenangannya sebagai kepala daerah atau perwakilan pusat. Kemudian Biro
Hukum termasuk dalam bagian Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pembentukan Perda tentu harus dibuat dengan teliti tidak boleh ada yang justru
menghambat pembangunan atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.
Hingga kemudia pada tahun 2016 Kemendagri mengumumkan lebih dari 3000 Perda yang
bermasalah yang kemudian dibatalkan atau direvisi. Dengan banyaknya Perda yang dibatalkan
oleh Kemendagri membuat pemerintah daerah harus meminimalisir terjadinya Perda
dibatalkan dengan memaksimalkan evaluasi dan fasilitasi terhadap Perda. Kemudian padal
Pasal 243 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sebelum Perda ditetapkan
diundangkan wajib diberikan nomor registrasi terlebih dahulu. Pemberian nomor registrasi
berdasarkan definisi pada UU Pemda sebagai tertib administrasi serta pengawasan terhadap
Perda. Nomor registrasi diberikan oleh Biro Hukum berdasarkan Pasal 104 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh
bahan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan yang mengatur terkait wewenang Biro Hukum Provinsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Biro Hukum Provinsi memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang dibawahi
langsung oleh gubernur, karena merupakan bagian dari Sekretariat Daerah.

2. Wewenang yang didapat Biro Hukum terhadap pembentukan Perda Kabupaten kota
diperoleh melalui pendelegasian oleh gubernur. Yang kemudian diatur dalam peraturan
yang berlaku.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Biro Hukum Provinsi dalam
pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini ialah penelitian hukum Normatif. Sifat penelitian yang digunakan
adalah pendekatan Perundang-undangan (statue Approach), dengan tipe penelitian
berupa sistematika hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-
undangan (statue Approach), merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelaah
berbagai macam Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis angkat.

Menurut hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Biro Hukum memiliki kedudukan
di pemerintah daerah sebagai perangkat daerah yang menjadi tugas pembantuan terhadap
wewenang gubernur. Biro Hukum merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi yang
merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur sebagaimana
telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Kedua, berdasarkan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam pembentukan Perda,
gubernur memberikan nomor registrasi kepada Perda Kabupaten/Kota. Kemudian dalam
Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 sebagai peraturan pelaksana dalam pemebntukan Perda
menyebutkan Biro Hukum Provinsi memberikan nomor registrasi. Sehingga dapat dikatakan
Biro Hukum mendapatkan wewenang untuk memberikan nomor registrasi terhadap Perda
Kabupaten/Kota dengan pendelegasian oleh gubernur. Namun belum ada penjelasan secara
rinci terkait bagaimana kewenangan Biro Hukum dalam memberikan nomor registrasi
Kata Kunci: Kewenangan, Nomor Registrasi, Biro Hukum
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